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I. UMUM 

Lahan Pertanian memiliki nilai ekonomis, sosial, dan religius. Oleh 

karena itu Lahan Pertanian memiliki peran strategis bagi masyarakat 

Indonesia yang bercorak agraris yang sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidup pada sektor Pertanian. Dalam pembangunan 

pertanian, lahan merupakan sumber daya pokok dalam Usaha Tani, 

terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih 

bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Di sisi lain, lahan 

merupakan sumber daya alam yang terbatas tetapi kebutuhan terhadap 

lahan terus meningkat. 

Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian yang berbasis 

lahan, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. 

Petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas 

Usaha Tani kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektare dan bahkan sebagian 

Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani 

penggarap, yang merupakan buruh tani. Fenomena tersebut 

menunjukkan indikasi bahwa Petani kecil kian terdesak dan tidak 

berdaya dengan luasan Usaha Tani yang sangat sempit.Salah satu upaya 

untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan membuka 

akses lahan bagi Petani berlahan sempit dalam peningkatan luasan Lahan 

Pertanian untuk Usaha Tani melalui penyelenggaraan Jaminan Luasan 

Lahan Pertanian. 

www.peraturan.go.id



No. 6389  -2- 

Penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian dilakukan 

dengan menggunakan Tanah Negara untuk Usaha Tani yang diberikan 

melalui izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain 

itu, untuk menambah luasan lahan melalui kepemilikan lahan, Petani 

difasilitasi dalam memperoleh pinjaman modal. Adapun Petani yang alih 

profesi dengan mengalihkan kepemilikan lahan diberikan pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan serta bantuan modal. 

Sasaran penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah 

Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani 

dan menggarap paling luas paling luas 2 (dua) hektare, Petani yang 

memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada 

lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau Petani hortikultura, pekebun, 

atau peternak skala usaha kecil. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pengaturan mengenai 

Jaminan Luasan Lahan Pertanian dalam peraturan pemerintah dengan 

ruang lingkup pengaturannya meliputi kemudahan untuk memperoleh 

Tanah Negara, kemudahan untuk memperoleh tanah terlantar yang 

potensial sebagai Lahan Pertanian, fasilitasi pinjaman modal, pendidikan 

dan pelatihan kewirausahaan, serta bantuan modal. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “penguasaannya berada di Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah” adalah pelaksanaan 

kewenangan mengatur mengenai penggunaan Tanah Negara 

yang bukan merupakan barang milik negara. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di 

bidang hortikultura, perkebunan, peternakan, dan usaha 

mikro, kecil, dan menengah.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10  

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13  

Cukup jelas. 

 

Pasal 14  

Cukup jelas. 

  

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang 

pertanahan. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
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